WL

ZRp)ARY

BUPATI SUKOHARJO
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KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 00 /S0 TRHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN

Menimbang

PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

: a. bahwa berdasarkan Surat Camat Sukoharjo Kabupaten

Sukoharjo Nomor 045.2/692/2023 tanggal 2 Oktober 2023
tentang Usulan Penambahan Sub Kegiatan pada Kuasa
Pengguna Anggaran Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran
2023, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/442
Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat
Perintah ~ Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang
Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

Wonnirantnnm Qriilealinain T7athsvsmntns Qialonliamia snanlis Alandste
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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi
Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,

.
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Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;




Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Da alAal An my Aah Wa NI
reiniglitiaan Gan 1anggung Jawab aduaingan wegara \Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

TTndona (T amhara Naoonra Dnr\!'ﬂr\] 1 Trndanocai Tahiin 2NN
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara epubhk Indonesia
Nomor 6856);




Menetapkan :

KESATU

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Q 11 f\L\n"“‘f\ "r‘f\k"'lﬂ r)r“f)r) RT NN
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Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300j;

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi
Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang
Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda
tangan (specimen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 900/442 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi
Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang
Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan

Q 1 1’\"\1"1/\ ﬁk
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Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
nndan 1-07‘\(\'(\'01 l Ok’(Ober 20_25

yu.uu Lca

§ BUPATI SUKOHARJO, /‘

ETIK SURY ANI
V,

Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan  Rakyat  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Administrasi Umum

Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharijo;

. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
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Lampiran

: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

;600/305' TARUN 2023
- 2 OokToBER 2023

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI

WEWENANC MENARQALIKAN QITTRAT DR
VV L4 VV LJANLIALYN 4 A4

AVALZANNALINIL AL LAXML ALY WINJ AL AL

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA

PTANCC

PN

4alN

PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

MATINCY TATRTAR AN
NANAV LV AU LA VY L AL JL LN,

- Nama, NIP Jabatan Pengelola Cogtoh e L
o Pangkat/Golongan Keuangan angan
(Specimen)

1 2 3 4 5

1 | HAVID DANANG | a. Pengguna -
PURNOMO WIDODO, Anggaran/Pengguna /

SH, MH Barang

19841107 201001 1| b.Pejabat yang diberi

023 Wewenang

Pembina (IV/a) Menandatangani
Surat ntah
Membayar

c. Pejabat yang diberi

Wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

2 | SRI HARTATI Bendahara Penerimaan ,
19670125 200901 2 j
001
Pengatur Tingkat I <
(I1/d)

3 | NANIK SUMARNI, SE | Bendahara Pengeluaran
19751114 200604 2
006
Penata Muda Tingkat
I (III/b)

4 | MIFTAH CANDRA a. Kuasa Pengguna Bertanggungjawab
ARDI, S.STP Anggaran atas Sub Kegiatan
19810516 199912 1 |b. Pejabat yang diberi Kecamatan
001 Wewenang " | Sukoharjo :
Pembina (IV/a) Menandatangani 1. Pengadaan

Surat Perintah Pakaian Dinas
Membayar Tambahan beserta Atribut
Uang Persediaan Kelengkapnnya
(SPM-TU) dan Surat 2. Pendataan dan
Perintah  Membayar Pengolahan
Langsung (SPM-LS) Administrasi
Kepegawaian
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c. Pejabat yang diberi

Wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungiawaban

10.

1l
12,

13.

14.

15.

16.

17.

. Monitoring,

Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja
Pegawai

. Penyvediaan

Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Kecamatan
Sukoharjo

. Penyediaan

Daralatan Riimnh
rllaudiadl INuiiiaul

Tangga Kecamatan
Sukoharjo

. Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

. Penyediaan Barang

Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel
Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor




S

VA

18.

19.

20.
21

22,

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan  Dinas
Atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
Kendaraan Dinas
Operasional Atau
Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Laininya
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya

MUH. SHIDIQ
PRAMANA, SE
19700721 199603
1003

Penata Tingkat I
(I11/d)

a.

b.

Kuasa
Anggaran
Pejabat yang diberi
Wewenang
Menandatangani
Surat Perintah
Membayar Tambahan
Uang Persediaan
(SPM-TU) dan Surat
Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS)

Pengguna

. Pejabat yang diberi

Wewenang
Manaocoaanhlran Syvrat
1VL\/L18\4\’CLIL.I\CLI.1 VUl alu
Pertanggungjawaban

d

Ken
Il

N

Dan
. rlliylculacul

. Penyediaan

. Penyediaan

. Penyediaan

Bertanggungjawab atas
Sub Kegiatan Kelurahan

ep:

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD

. Penyediaan

Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga
wradinan Balr}an

Logistik Kantor

Cetakan dan
Penggandaan

Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan

. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jasa
Surat Menyurat




S

1,

11,

12,

13.

14.

15.

16.

1¥;

18.

19.

20.

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Dayva Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak

Kandarann DParnranonn
AxLliiCul AL 4 vivl w‘swl

Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan /Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan  Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik

AnaAngin

Fasilitasi  Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa




2 3 4 5

ANING SUPRAPTA, | a. Kuasa Pengguna Bertanggungjawab atas Sub

SE Anggaran Kegiatan Kelurahan

19661118 198603 |b. Pejabat yang diberi Banmati :

1 002 Wewenang ~ 1. Pelaksanaan

Penata Tingkat I Menandatangani <A/‘/ } Penatausahaan dan

(II1/4d) Surat Perintah Pengujian /Verifikasi
Membayar Tambahan Keuangan SKPD
Uang Persediaan 2. Penyediaan
(SPM-TU) dan Surat Komponen Instalasi

Perintah Membayar

T anociing (QDM T Q)
LIGUIEOULLE (DL 4Vl 1nD)

Pejabat yang diberi
Wewenang

Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

10.

Ll

12,

13.

14.

15.
16.

Listrik/ Penerangan

Raonoiinan Wantnr
Ddliguliddl HalitUl

. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Penyediaan  Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-Undangan
. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

. Pengadaan Mebel
. Pengadaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan

Dinas Jabatan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan

Macvaralrzat

AVACRS y G G

Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatai
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

di
a1

SUSILO RAHARJO,
SE, MM

19720107 200701
1010

Penata (III/c)

a. Kuasa

b.

Pengguna
Anggaran

Pejabat yang diberi
Wewenang
Menandatangani
Surat Perintah
Membayar Tambahan
Uang Persediaan
(SPM-TU) dan Surat
Perintah Membayar

T Aanrmorgiimae QDRI T QY
LiAllgoully (D1 V1T 1n0)

. Pejabat yang diberi

Wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

=1

. Penyediaan

Bertanggungjawab atas Sub
Kegiatan Kelurahan
Mandan :

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi

Keuangan SKPD

. Penyediaan

Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan

ot ater b b alote] ~

D 17 4 ~an
ua.usuuau nalilul

. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga
Bahan
Logistik Kantor
Penyediaan  Barang
Cetakan dan
Penggandaan
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S

10.

11.

12.

[a—
()

14.
15.

16.

17.

18.

19,

20,

21,

. Penyediaan Bahan

Bacaan dan
Peraturan
Perundang-Undangan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaail Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan

Dinas Jabatan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan /Rehabi
litasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di

I[Q]‘ b V‘I'\"\ 0™
Ncliulaliaii

Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
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S

22,

L3s

Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Fasilitasi Pengelolaan

Nacn Aan
1L/00da Uil

Pendayagunaan Aset
Desa

Kattnnonn
Al Uualigall

JUNARNO, SE
19710119 200604
1 008

Penata Tingkat I
(I11/d)

a.

b.

Kuasa
Anggaran
Pejabat yang diberi
Wewenang
Menandatangani
Surat Perintah
Membayar Tambahan
Uang Persediaan
(SPM-TU) dan Surat
Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS)
Pejabat yang diberi
Wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

Pengguna

Bertanggungjawab atas Sub
Kegiatan Kelurahan
Begajah :

I

10.

11,

12.

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Penyediaan
Logistik Kantor
Penyediaan
Cetakan
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Bahan

Barang
dan-
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13. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan

14.
15.

16.

| &8

18.

19.

20.

21.

22,

\®)
W

Dinas Jabatan

Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
T ninnwn

Lainnya
Pemeliharaan/Rehabi
litasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Peningkatan
Partisipasi

Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan

Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara

Republik Indonesia

el

TNac:lidnan: Dawrmanlalane
. I'adliiiladl rCllsClUldaJl

Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
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2 3 4 8
TRI SUTRISNO, a. Kuasa Pengguna Bertanggungjawab atas
S.Sos, M.AP Anggaran Sub Kegiatan Kelurahan
19741218 b. Pejabat yang diberi Gayam :
200801 1 006 Wewenang , ~~ 1. Pelaksanaan
Penata (III/c) Menandatangani _—  Penatausahaan dan
Surat Perintah Pengujian /Verifikasi
Membayar Tambahan Keuangan SKPD
Uang Persediaan 2. Penyediaan
(SPM-TU) dan Surat Komponen Instalasi
Perintah Membayar Listrik/ Penerangan
Langsung (SPM-LS) Bangunan Kantor
c. Pejabat yang diberi 3. Penyediaan
Wewenang Peralatan Rumah
Mengesahkan Surat Tangga
Pertanggungjawaban 4. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
6. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
7. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
8. Pengadaan Mebel
9. Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
10. Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
11. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
13. Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Karntor
14. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
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5

15.

16.

17.

18,

—4
O

20.

21

22,

23.

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam

Tnariim N
LUl uiill ViUS

Perencanaan
Pembangunan
Kelurahan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan

di

. Pemberdayaan

Masyarakat di
Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan  Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Fasilitasi  Pengelolaan

Keuangan Desa dan

Pendayagunaan Aset

10

WIDODO,
MM
19710830 199503
1 002

Pembina (IV/a)

S.Sos,

a.

|8

. Pejabat

Kuasa
Anggaran
Pejabat yang diberi
Wewenang
Menandatangani Sur
Perintah
Tambahan
Persediaan (SPM-TU)
dan Surat Perintah
Membayar Langsung
(SPM-LS)

Pengguna

-—]

AL nan L=
vicliivayal

Uang

yang diberi
wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

Bertanggungjawab atas Sub
Kegiatan Kelurahan Joho :

. Penyediaan

. Penyediaan

™ 1. Pelaksanaan

Penatausahaan dan

Pengujian /Verifikasi

T s nam e n e QTZDT
DCuUallgdll ONnruy

. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor

Peralatan
Rumah Tangga

Bahan
Logistik Kantor
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10.

11.

L2,

13.

14.

15.

16.

L¥s

b
. Penyediaan  Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan

Perundang-Undangan

. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Nava Air dan Tietrils
A NACALL AdarsILa aax

Lt A

. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraail
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Peningkatan
Partisipasi

Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan

Lembaga
Kemasyarakatan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset

Desa
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1 2 3 5
11 | SUYAMTO, SE a. Kuasa Pengguna Bertanggungjawab atas Sub
19740204 199703 Anggaran Kegiatan Kelurahan Jetis:
1 006 b. Pejabat yang diberi 1. Pelaksanaan
Penata Tingkat I Wewenang Penatausahaan dan
(IlI/4) Menandatangani Sura#] Pengujian /Verifikasi
Perintah Membayar, Keuangan SKPD
Tambahan Uan 2. Penyediaan Komponen
Persediaan (SPM-TU) Instalasi Listrik/
dan Surat Perintah Penerangan Bangunan

Membayar Langsung
(CDNM T S)

\UL AVL 14

. Pejabat yang diberi
Wewenang

Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

W

(@)

10.

11.

12,

p—t
(o8}

14.

15.

16:

Kantor

. Penyediaan  Peralatan
Rumah Tangga

. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

. Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

. Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
. Pengadaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan
Pemeliharaan /Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
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S

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan Kapasitas
Lembaga

Koamnauvnral-atan
AULIIASy dl didlall

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan  Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Fasilitasi  Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

12

SETIA HADI DWI
ANANTA, ST, MM
19820413 201001
1014

Penata Tingkat I
(II1/d)

a.

b.

Kuasa
Anggaran
Pejabat yang diberi
Wewenang
Menandatangani
Surat Perintah
Membayar Tambahan
Uang Persediaan
(SPM-TU) dan Surat
Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS)
Pejabat yang diberi
Wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

Pengguna

Bertanggungjawab atas Sub
Kegiatan Kelurahan
Combongan :

1.

. Pengadaan

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor

. Penyediaan  Peralatan
Rumah Tangga

. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

. Penyediaan Bahan

Bacaain dan Peraturail
Perundang-Undangan

. Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Peralatan
dan Mesin Lainnya
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

S

. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak

Kandarann Darnranaoann
AlliUadaddl  rolUldligall

Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan /Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan

Peningkatan Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan

Koordinasi/Sinergi
dengan Peranglat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan  Peraturan
Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Fasilitasi  Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
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2

5

13

PURNAMA, SE
19720127 200801
1 007

Penata Muda
Tingkat I (III/b)

. Kuasa

. Pejabat yang diberig

. Pejabat yang diberi

Pengguna
Anggaran

Wewenang
Menandatangani
Surat Perintah
Membayar Tambahan
Uang Persediaan
(SPM-TU) dan Surat
Perintah Membayar

T anaociing (QDNM T Q)
1ig )

uwxsou \kJL ES 2 =

Wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

Bertanggungjawab atas
Sub Kegiatan Kelurahan
Kriwen :

1.

10.

Xl

12.

13.

14.

15.

16.

. Penyediaan

. Penyediaan

. Penyediaan

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan

Wantnr
Haldilul

. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Bahan
Logistik Kantor
Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

. Pengadaan Mebel
. Pengadaan Peralatan

dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pemeliharaan /Rehabili
tasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
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5

17.

18.

19.

20.

21

22,

2.3

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
Pemberdayaan

Maawvaralr-at
LVIUSy cld dlusal

Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan  Peraturan
Perundang-Undangan

[oR

fadke

dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

14

MARLINA DRY
HASTUTI, SE, MM
19760127 199903
2 005

Penata Tingkat I
(111/4)

\raa)

a.

b.

Kuasa  Pengguna
Anggaran

Pejabat yang diberi
Wewenang
Menandatangani
Surat Perintah
Membayar
Tambahan  Uang
Persediaan (SPM-
TU) dan  Surat
Perintah
Membayar
Langsung (SPM-LS
Pejabat yang diberi
Wewenang
Mengesahkan
Surat
Pertanggungjawab
an

Bertanggungjawab atas Sub
Kegiatan Kelurahan Bulakan

L.

Pelaksanaan
Penatausahaan dan

Penoniian /Verifilraci
Fenauian ey

AAAAA A

Keuangan SKPD

. Penyediaan = Komponen

Instalasi Listrik/
Penerangan  Bangunan
Kantor

. Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

s
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5
7. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
9. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
10. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
12. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendairaail Dinas
Jabatan
13. Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
15. Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
16. Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
17. Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
18. Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
19. Peningkatan Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan
20. Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat

Daerah yang Tugas
dan  Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan danj/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

r
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21. Fasilitasi
Keuangan  Desa
Pendayagunaan
Desa

Pengelolaan
dan
Aset

15

BUDHI
PURWANTO, SH,
MM

19740731 200901
1 002

Penata Muda

Minolrat TITTIT /)
J.J.llsna.l, 1 \111/ U’

a.

I

Kuasa
Anggaran
Pejabat yang dib
Wewenang
Menandatangani
Surat Perintah

Membayar
Tambahan
Persediaan
TU) dan
Perintah
Membayar
Langsung (SPM-LS
Pejabat yang diberi
Wewenang
Mengesahkan
Surat
Pertanggungjawab
an

Pengguna

Uang
(SPM-
Surat

31@

bo

10.

11.

e
o

13,

14.

Bertanggungjawab atas Sub
Kegiatan Kelurahan Dukuh :
1.

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Penyediaan
Logistik Kantor
Penyediaan
Cetakan
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Bahan

Barang
dan

. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan
Pelayanan
Kantor
Penyediaan
Pemeliharaan,
Pemeliharaan
Pajak

Jaga
Jasa

Umum

Jasa
Biaya
dan
Kendaraan
Kendaraan Dinas
Jabatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
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1 2 X, 3
15. Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
16. Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
17. Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
18. Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
19. Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
20. Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
21. Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
16 | PAIDI, S.Sos a. Kuasa Pengguna Bertanggungjawab atas Sub
19760128 201001 Anggaran / Kegiatan Kelurahan
1 005 b. Pejabat yang diberiT Sukoharjo:
Penata Muda Wewenang ] 1. Pelaksanaan
Tingkat I (III/b) Menandatangani Penatausahaan dan
Surat Perintah Pengujian /Verifikasi
Membayar Tambahan Keuangan SKPD
Uang Persediaan 2. Penyediaan Komponen

(SPM-TU) dan Surat
Perintah  Membayar
Tanrmogiimasa (QDAI T QY
uausauus \\Jl 1V1'14\.)}
Pejabat yang diberi
Wewenang
Mengesahkan Surat

Pertanggungjawaban

Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor

3. Penyediaan  Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

4. Penyediaan  Peralatan

Rumah Tangga

5. Penyediaan

Bahan

Logistik Kantor
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5

O

10.

11.

[u—y
\9}

13.

14.

15,

16.

17.

e
co

15,

. 4 \,JLsu.uucu.L

Penyediaan  Barang

Cetakan dan
Penggandaan
Penvediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-Undangan
Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Danaondanrn Daralatan
n I Claudidal

dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabi
litasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Peningkatan
Partisipasi

Masyarakat dalam

Foruim Musvawarah

S, SWaS sl

Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
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B

20.

21,

22.

Peningkatan
Kapasitas  Lembaga
Kemasyarakatan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan

dan /atan
agan/atau

Negara
Indonesia
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

Kennlician
Ag€pelisian

Republik

17

SUGIYATNO, S.Sos,
M.Si
19660218
1001
Pembina (IV/a)

199603

a.

13

Kuasa
Anggaran
Pejabat yang diberi
Wewenang
Menandatangani
Surat Perintah
Membayar Tambahan
Uang Persediaan
(SPM-TU) dan Surat
Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS)

Penggun

. Pejabat yang diberi

Wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

0

10.

11.

Bertanggungjawab atas Sub
' Kegiatan Kelurahan
Bulakrejo :

1.

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD

. Penyediaan

Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

. Penyediaan  Barang
Cetakan dan
Penggandaan

. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-Undangan

. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

8. Pengadaan Mebel

Pcnycdiaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor




2F

12,

13.

15.

16

17

18.

19.

20.

21.

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan /Rehabi
litasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Foiuin Musyawaiah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Ridang Penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Fasilitasi Pengelolaan

Ifﬂ”ﬁﬂﬂf\ﬂ hnnn Anﬂ
HLtuailigalr  eoa uaii

Pendayagunaan Aset
Desa
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1 2 3 5
18 | MAMIK a. Kuasa Pengguna Bertanggungjawab atas Sub
HIRNAWATI, SE, Anggaran Kegiatan Kelurahan
MM b. Pejabat yang diberi Sonorejo:
19790519 201001 Wewenang 1. Pelaksanaan
2013 Menandatangani Penatausahaan dan
Penata Muda Surat Perintah Pengujian/Verifikasi
Tingkat I (III/b) Membayar Tambahan Keuangan SKPD
Uang Persediaan 2. Penyediaan Komponen
(SPM-TU) dan Surat Instalasi Listrik/

Perintah Membayar

nocinao (QADM T Q
1ig

T
uaxxsou PO VL AnD)

. Pejabat yang diberi

Wewenang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

10.

11.

12

13,

14.

15.

Penerangan Bangunan

KWnntar
HalilOl

. Penyediaan  Peralatan

Rumah Tangga

. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

. Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

. Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

. Pengadaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan




¥

1 2 3 4 B
16. Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
17. Penyelenggaraan
Lembaga
Kemasyarakatan
18. Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
19. Koordinasi/Sinergi
dengan Peranglat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negaia Republik
Indonesia
20. Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
19 | SRI Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sukoharjo
MULYANINGSIH Pembantu ‘
19800628 201406 6“},
2001
Pengatur (II/¢)
20 | SRI LASMINI Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kenep
19720904 201406 | Pembantu -
2003
Pengatur (II/c)
21 | RITA SUSANTI, SE, | Bendahara Pengeluaran i Kelurahan Banmati
MM Pembantu
19860409 201001
2 027
Penata (III/¢)
22 | SURYANTO Bendahara Pengeluaran Kelurahan Mandan

19841016 201001
1 004

Pengatur Muda
Tingkat I (II/b)

Pembantu
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23 | RINI SUSILOWATI, | Bendahara Pengeluaran Kelurahan Begajah
SE Pembantu a
19820420 201101 X
2015 }
Penata Muda
Tingkat I (III/b)

24 | SRI RAHAYU, SE Bendahara Pengeluaran Kelurahan Gayam
19761006 201101 | Pembantu
2 004
Penata (III/c)

v

25 | SRI LESTARI Bendahara Pengeluaran Kelurahan Joho
19661219 200012 | Pembantu
2001
Penata Muda
Tingkat I (III/b)

26 | SULARNO Bendahara Pengeluaran Kelurahan Jetis
19651203 200604 | Pembantu N
1 007
Pengatur Muda
Tingkat I (II/b)

27 | EDY TEGUH | Bendahara Pengeluaran Kelurahan Combongan
MURTOPO, A.Md Pembantu o
19760521 201101
1 003 ”
Penata Muda
Tingkat I (III/Db)

28 | SRI RAHAYU, SE Bendahara Pengeluaran y Kelurahan Kriwen
19780707 201001 | Pemibantu | =
2016
Penata Muda
Tingkat I (III/b)

29 | GINO Bendahara Pengeluaran Kelurahan Bulakan
19800102 200701 | Pembantu —
1 002 ;
Pengatur Muda g

Tingkat I (II/b)
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30 | ARIS, SM Bendahara Pengeluaran Kelurahan Dukuh
19780810 200901 | Pembantu
1015
Penata Muda
(IlI/a)
31 | WAHYU KESUMO | Bendahara Pengeluaran Kelurahan Sukoharjo

WIJAYANTI, S.Akt

19810122 200501
2011

v oia

Penata (III/c)

Pembantu

32

NUR HIDAYATI, SE
19721016 199403
2 005

Penata Tingkat I

(I11/d)

Bendahara Pengeluaran “ / | Kelurahan Bulakrejo
Pembantu

33

ANDI DWI
SUSANTO, SE
19831112 201001
1016

Penata Muda
Tingkat I (III/b)

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Kelurahan Sonorejo

Y

(' BUPATI SUKOHARJO, /A
L

éTIK URYANI




